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GANTI RUGI BAGI PELAKU USAHA ATAS 
KERUSAKAN BARANG YANG MERUGIKAN 

KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN1 
Oleh: Markline Walukow2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan hukum 
bagi konsumen agar tidak dirugikan akibat 
barang yang digunakan dalam keadaan rusak 
dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha 
dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan  
barang. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan 
kegiatan usaha dengan beritikad baik dan 
memberikan informasi yang benar, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
berdasarkan standar mutu serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. Pelaku usaha diwajibkan untuk 
memberi kesempatan kepada konsumen untuk 
menguji, dan/atau mencoba barang tertentu 
serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. Pelaku usaha harus memberi 
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian 
dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan 
tidak sesuai dengan perjanjian. 2. Ganti rugi 
atas kerusakan barang yang merugikan 
konsumen dapat berupa pengembalian uang 
atau penggantian barang yang sejenis atau 
setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Kata kunci: Ganti Rugi, Pelaku Usaha, Kerusakan 
Barang, Merugikan Konsumen Perlindungan 
Konsumen 

 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Era perdagangan bebas di mana arus barang 
dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan 
bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah 
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persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu 
persaingan di mana konsumen dapat memiliki 
barang atau jasa karena jaminan kualitas 
dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola 
perlindungan konsumen perlu diarahkan pada 
pola kerjasama antarnegara, antarsemua pihak 
yang berkepentingan agar terciptanya suatu 
model perlindungan yang harmonis 
berdasarkan atas persaingan jujur.3 

Tanggung jawab sosial lebih menekankan 
kepada pemenuhan hak dan kewajiban baik 
dan harus dilakukan oleh produsen maupun 
yang harus dilakukan oleh konsumen 
khususnya dan masyarakat luas pada 
umumnya. Hak bagi konsumen merupakan 
kewajiban bagi produsen, kewajiban bagi 
konsumen merupakan hak bagi prosuden, 
demikian pula sebaliknya. Produsen dalam 
melakukan komunikasi, selain memperkenalkan 
dan mempromosikan nama perusahaan dan 
produk-produk yang ditawarkan, juga 
mempunyai kewajiban mendidik  masyarakat. 
Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi 
produsen harus menyatakan kondisi yang 
sebenarnya, baik tentang perusahaan maupun 
tentang produk yang ditawarkannya. Demikian 
pula produsen mempunyai kewajiban untuk 
mendidik konsumen.4 

Apabila konsumen mengetahui, memahami 
dan mampu mengoperasikan produk dengan 
cara yang benar, maka konsumen yang 
mendapatkan manfaat secara optimal. 
Sebaliknya apabila konsumen tidak dan atau 
kurang mengetahui, kurang memahami atau 
kurang terampil menjalankan mesin tersebut, 
maka kemungkinan besar konsumen tidak 
dapat menikmati manfaat secara optimal.5  

Dalam beberapa kasus yang ditulis berbagai 
media, kekurangpahaman penduduk dalam 
mengoperasikan kompor gas elpiji, maka sering 
terjadi kompor yang meledak dan memakan 
korban jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari 
kepada setiap penumpang pesawat udara, 
awak pesawat selalu memberitahukan kepada 
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para penumpang cara-cara penyelamatan 
apabila pesawat dalam keadaan darurat. 
Demikian juga ketika seseorang akan 
melakukan general check-up di sebuah rumah 
sakit biasanya diajarkan dahulu tentang hal-hal 
yang harus dilakukan oleh pasien yang akan 
melakukan kontrol kesehatan. Masih banyak 
contoh-contoh lannya tentang keharusan 
perusahaan medidik konsumen sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 6 
Untuk membahas bagaimanakah ganti rugi bagi 
pelaku usaha atas kerusakan barang yang 
merugikan konsumen dari barang yang 
diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku 
usaha, maka diperlukan pemahaman secara 
normatif mengenai perbuatan-perbuatan yang 
dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan 
mengetahui larangan bagi pelaku usaha dapat 
dipahami bagaimana perlindungan hukum 
dilakukan terhadap konsumen agar tidak 
dirugikan karena memakai barang yang rusak, 
cacat dan tercemar. 

Dengan latar belakang tersebut maka dalam 
rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih 
untuk dilakukan pembahasan terhadapnya di 
bawah judul “Ganti Rugi Bagi Pelaku Usaha Atas 
Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen 
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi 
konsumen agar tidak dirugikan akibat 
barang yang digunakan dalam keadaan 
rusak ? 

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha 
dalam memberikan ganti rugi atas 
kerusakan  barang ? 

 
C. Metode Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk 
penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui 
studi kepustakaan. Jenis-jenis bahan hukum 
yang akan digunakan sesuai dengan tujuan 
pembahasan materi Skripsi ini, yaitu: Bahan 
hukum primer yang terdiri dari: Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan 
dengan perlindungan konsumen.  Bahan hukum 
sekunder terdiri dari referensi berupa: literatur-
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literatur ilmu hukum, karya-karya ilmiah hukum 
di bidang perlindungan konsumen. Bahan 
hukum tersier, terdiri dari: kamus hukum dan 
kamus umum untuk menjelaskan istilah dan 
pengertian sesuai dengan kebutuhan dalam 
penulisan Skripsi ini.  

 
PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Terhadap Barang Yang Diperdagangkan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, mengatur 
mengenai perbuatan yang dilarang  bagi pelaku 
usaha. Pasal 8 menyatakan pada ayat: 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang : 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan 
dan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi 
bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan 
dalam label atau etiket barang 
tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, 
timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, 
keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, 
etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, 
komposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label 
atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang 
dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal 
kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/ pemanfaatan yang paling 
baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi 
secara halal, sebagaimana pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label; 
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i. tidak memasang label atau membuat 
penjelasan barang yang memuat nama 
barang, ukuran, berat/isi bersih atau 
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama 
dan alamat pelaku usaha serta 
keterangan lain untuk penggunaan 
yang menurut ketentuan harus di 
pasang/dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi 
dan/atau petunjuk penggunaan barang 
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 
barang yang rusak, cacat atau bekas, dan 
tercemar tanpa memberikan informasi 
secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 
sediaan farmasi dan pangan yang rusak, 
cacat atau bekas dan tercemar, dengan 
atau tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. 

(4)  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa 
tersebut serta wajib menariknya dari 
peredaran. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 
(2) menyebutkan: Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud. Produk dikualifikasikan mengandung 
kerusakan apabila produk itu tidak memenuhi 
kemanan (safety) yang dapat diharapkan oleh 
seseorang dengan mempertimbangkan semua 
aspek, antara lain: 
a. penampilan produk (the presentation of the 

product); 
b. maksud penggunaan produk (intended use 

of the product); 
c. saat ketika produk ditempatkan di pasaran 

(the time when the product was put into 
circulation).7 
Tanggung jawab tersebut sehubungan 

dengan produk yang cacat/rusak sehingga 
menyebabkan atau turut menyebabkan 
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Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
hal. 102. 

kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik 
kerugian badaniah, kematian atau harta 
benda.8  

 
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam 

Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan  
Barang   
Politik hukum yang merupakan kebijakan 

pemerintah tentang arah perkembangan 
hukum, khususnya perkembangan hukum di 
bidang perlindungan konsumen, tergambar 
dalam bagian “menimbang” dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yang bunyi 
selengkapnya sebagai berikut: 

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan 
untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adil dan makmur yang merata materiil 
dan spiritual dalam era demokrasi 
ekonomi berdasarkan pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945; 

b. bahwa pembangunan perekonomian 
nasional pada era globalisasi harus dapat 
mendukung tumbuhnya dunia usaha 
sehingga mampu menghasilkan beraneka 
barang dan/atau jasa yang memiliki 
kandungan teknologi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
banyak dan sekaligus mengdpatkan 
kepastian atas barang da/atau hasa yang 
diperoleh dari perdagangan tanpa 
mengakibatkan kerugian konsumen; 

c. bahwa semakin terbukanya pasar 
nasional sebagai akibat dari proses 
globalisasi ekonomi harus tetap 
menjamin peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta kepastian atas mutu, 
jumlah, dan keamanan barang dan/atau 
jasa yang diperolehnya di pasar; 

d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan 
martabat konsumen perlu meningkatkan 
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, 
kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi dirinya serta 
menumbuh kembangkan sikap pelaku 
usaha yang bertanggung jawab; 

e. bahwa ketentuan hukum yang 
melindungi kepentingan konsumen di 
Indonesia belum memadai; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas diperlukan perangkat 
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peraturan perundang-undangan untuk 
mewujudkan keseimbangan 
perlindungan kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat; 

g. bahwa uantuk itu perlu dibentuk 
Undang-undang tentang Perlindungan 
Konsumen.9 

 
Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung 

jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas 
kerusakan  barang kepada konsumen, maka 
diperlukan pemahaman secara normatif 
mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban 
oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang 
merasa dirugikan akibat adanya kerusakan 
barang. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, mengatur 
mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, 
sebagaimana dianyatakan dalam Pasal 19 ayat: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang 
atau penggantian barang dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal transaksi. 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 
lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen. 
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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, ternyata 
memberikan pemahaman secara normatif 
pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha 
untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 
harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 ayat (1) (2) (3) dan (4) dengan tidak 
menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi 
oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan 
terhadap konsumen, apabila pelaku usaha 
mampu membuktikan  penyebab kerusakan 
barang bukanlah karena kesalahan pelaku 
usaha melainkan konsumen sendiri, 
sebagaimana diatur dalam ayat (5). 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung 
jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 
berikut: 
a. Kesalahan; 
b. Praduga selalu bertanggung jawab 

(presumption based on fault); 
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab 

(presumption of nonliability); 
d. Tanggung jawab mutlak (strict liability); 
e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of 

liability).10 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan 

unsur kelasalahan (fault liability) atau liability 
based of fault adalah prinsip yang cukup umum 
berlaku dalam hukum pidana dan perdata. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip 
ini dipegang secara teguh. Prinsip ini 
menyatakan sesorang baru dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada 
unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 
KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal 
tentang perbuatan melawan hukum, 
mengharuskan terpenuhinya empat unsur 
pokok, yaitu: 
a. adanya perbuatan; 
b. adanya unsur kesalahan; 
c. adanya kerugian yang diderita; 
d. adanya hubungan kausalitas antara 

kesalahan dan kerugian.11 
Kesalahan adalah unsur yang bertentangan 

dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak 
hanya bertentangan dengan undang-undang, 
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tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam 
masyarakat.12 

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. 
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu 
dianggap bertanggung jawab (presumption of 
liability principle) sampai saat ini ia dapat 
membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban 
pembuktian ada pada si tergugat.13 

Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan 
dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak 
selalu bertanggung jawab (presumption 
nonliability principle) hanya dikenal dalam 
lingkup transaksi konsumen yang sangat 
terbatas dan pembatasan demikian biasanya 
secara common sense dapat dibenarkan. 
Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah 
dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau 
kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang 
biasanya dibawa dan diawasi oleh si 
penumpang (konsumen) adalah tanggung 
jawab dari penumpang. Dalam hal ini, 
pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta 
pertanggungjawaban.14 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict 
liability) sering diidentikkan dengan prinsip 
tanggung jawab absolute (absolute liability), 
kendati demikian ada pula para ahli yang 
membedakan kedua terminologi di atas. Ada 
pendapat yang mengatakan strict liability 
adalah prinsip tanggung jawab yang 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 
yang menentukan, namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk 
dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya 
keadaan force majeur. Sebaliknya, absolute 
liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 
kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 
Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang 
mengaitkan perbedaan keduanya pada ada 
atau tidak adanya hubungan kausalitas antara 
subjek yang bertanggung jawab dan 
kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu 
harus ada, sementara pada absolute liability, 
hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada 
absolute liability, dapat saja si tergugat yang 
dimintai pertanggungjawaban itu bukan si 
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pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya 
dalam kasus bencana alam).15 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. 
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan 
(limitation of liability principle) sangat disenangi 
oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 
klausul eksonerasi dalam perjanjian standar 
yang dibuatnya.16 Prinsip tanggung jawab ini 
sangat merugikan konsumen bila ditetapkan 
secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU 
No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha 
tidak boleh secara sepihak menentukan klausul 
yang merugikan konsumen, termasuk 
membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika 
ada pembatasan mutlak harus berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang 
jelas.17 

Setiap pelaku usaha harus bertanggung 
jawab atas produk yang dihasilkan atau 
diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku 
usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat 
produk sebagai terjemahan dari kata “product 
(s) liability, product (en) aansprakelijkheid, atau 
“prodezenten-haftung”. Tanggung gugat produk 
ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami 
konsumen sebagai akibat dari “produk yang 
cacat” bisa dikarenakan kekurangcermatan 
dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian 
tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan 
pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan 
perbuatan melawan hukum.18 

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah 
diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, bukan 
hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab 
terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga 
importir. Demikian pula menurut “Directive” 
yang dipandang bertanggung jawab atas 
kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang 
cacat adalah: 
a. Produsen produk akhir, bahan dasar atau 

suku cadang; 
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b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai 
produsen; 

c. Suplier atau leveransir, jika tidak diketahui 
identitas produsennya, kecuali ia 
memberitahukan identitas produsen atau 
orang yang menyerahkan produk itu 
kepadanya; 

d. Importir jika produk yang bersangkutan 
tidak menunjukkan identitas importer 
sekalipun nama produsen dicantumkan.19 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 mengatur tanggung jawab kesalahan 
pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan 
atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku 
usaha bertanggung jawab memberikan ganti 
rugi atas: 
a. Kerusakan;  
b. pencemaran; 
c. kerusakan dan kerugian konsumen; 
d. kerugian konsumen.20 

Akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk 
ganti rugi berupa: 
a. Pengembalian uang; 
b. Penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara; 
c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.21 
Tanggung jawab pelaku usaha dalam 

memberikan ganti rugi di atas tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahn 
konsemen. Ini berarti bahwa pembuktian 
terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam 
gugatan ganti rugi merupakan beban dan 
tanggung jawab pelaku usaha.22   

Pasal 20: Pelaku usaha periklanan 
bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi 
dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan 
tersebut. 

Pasal 21: 
(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai 

pembuat barang yang diimpor apabila 
importasi barang tersebut tidak dilakukan 
oleh agen atau perwakilan produsen luar 
negeri. 

                                                           
19

 Ibid, hal. 217-218. 
20

 Ibid, hal. 218 
21

 Ibid 
22

 Ibid 

(2)  Importir jasa bertanggung jawab sebagai 
penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa 
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen 
atau perwakilan penyedia jasa asing. 

Pasal 22: Pembuktian terhadap ada tidaknya 
unsur kesalahan dalam kasus pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), 
Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan 
tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup 
kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 
pembuktian.  

Seperti halnya beban pembuktian perdata, 
ketentuan Pasal 22 undang-undang tentang  
perlindungan konsumen memberikan beban 
dan tanggung jawab pembuktian pidana 
atas/mengenai kesalahan dalam setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 
kepada usaha sepenuhnya. Walaupun 
demikian, undang-undang tentang 
perlindungan konsumen tidak menutup 
kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh 
Jaksa penuntut umum.23 

Pasal 23: Pelaku usaha yang menolak 
dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau 
tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
dapat digugat melalui badan penyelesaian 
sengketa konsumen atau mengajukan ke badan 
peradilan di tempat kedudukan konsumen.  

Pasal 24 ayat: 

(1) Pelaku usaha yang menjual barang 
dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain 
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi 
dan/atau gugatan konsumen apabila: 
a. pelaku usaha lain menjual kepada 

konsumen tanpa melakukan perubahan 
apa pun atas barang dan/atau jasa 
tersebut; 

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi 
jual beli tidak mengetahui adanya 
perubahan barang dan/atau jasa yang 
dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak 
sesuai degan contoh, mutu, dan 
komposisi. 

(2)  Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab 
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan 
konsumen apabila pelaku usaha lain yang 
membeli barang dan/atau jasa menjual 
kembali kepada konsumen dengan 
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 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit, hal. 87. 
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melakukan perubahan atas barang 
dan/atau jasa tersebut. 

Pasal 25 ayat: 
(1)  Pelaku usaha yang memproduksi barang 

yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam 
batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun wajib menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib 
memenuhi jaminan atau garansi sesuai 
dengan yang diperjanjikan. 

(2)  Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan 
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen 
apabila pelaku usaha tersebut : 
a. tidak menyediakan atau lalai 

menyediakan suku cadang dan/atau 
fasilitas perbaikan; 

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi 
jaminan atau garansi yang diperjanjikan. 

Pasal 26: Pelaku usaha yang 
memperdagangkan jasa wajib memenuhi 
jaminan dan/atau garansi yang disepakati 
dan/atau yang diperjanjikan. Pasal 27: Pelaku 
usaha yang memproduksi barang dibebaskan 
dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita 
konsumen, apabila :  
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak 

diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk 
diedarkan;  

b. cacat barang timbul pada kemudian hari;  
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan 

mengenai kualifikasi barang; 
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;  
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 

(empat) tahun sejak barang dibeli atau 
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 
Pasal 28: Pembuktian terhadap ada tidaknya 

unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 
22, dan Pasal 23 merupakan beban dan 
tanggung jawab pelaku usaha. 

Tanggung jawab untuk memberikan ganti 
rugi kepada konsumen, lebih ditegaskan dalam 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan 
hukuman tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 

d. perintah penghentian kegiatan tertentu 
yang menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen;  

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; 
atau  

f. pencabutan izin usaha. 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, mengatur mengenai Sanksi 
Administratif. Pasal 60 menyatakan pada ayat: 
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen 

berwenang menjatuhkan sanksi 
administratif terhadap pelaku usaha yang 
melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.24 

(2) Sanksi administratif berupa penetapan 
ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan. 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, mengatur mengenai Sanksi Pidana, 
diatur dalam Pasal 61 menyatakan: Penuntutan 
pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 
dan/atau pengurusnya. Pasal 62 ayat: 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 
15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).25 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 
16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan 
huruf f dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).26 

(3) Terhadap pelanggaran yang 
mengakibatkan luka berat, sakit berat, 

                                                           
24

Lihat Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, 
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cacat tetap atau kematian diberlakukan 
ketentuan pidana yang berlaku. 

 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Kewajiban pelaku usaha untuk 
melaksanakan kegiatan usaha dengan 
beritikad baik dan memberikan informasi 
yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang berdasarkan 
standar mutu serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. Pelaku usaha diwajibkan 
untuk memberi kesempatan kepada 
konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang 
yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. Pelaku usaha harus 
memberi kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang yang 
diperdagangkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 

2. Ganti rugi atas kerusakan barang yang 
merugikan konsumen dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian 
barang yang sejenis atau setara nilainya, 
atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pemberian ganti 
rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 
7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
Pemberian ganti rugi tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kerusakan barang bukan 
merupakan kesalahan pelaku usaha, 
tetapi karena kesalahan konsumen. 
Pelaku usaha yang memproduksi barang 
dibebaskan dari tanggung jawab atas 
kerugian yang diderita konsumen, 
apabila barang tersebut terbukti 
seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksudkan untuk diedarkan;  cacat 
barang timbul pada kemudian hari; cacat 
timbul akibat ditaatinya ketentuan 
mengenai kualifikasi barang; kelalaian 
yang diakibatkan oleh konsumen;  
lewatnya jangka waktu penuntutan 4 
(empat) tahun sejak barang dibeli atau 

lewatnya jangka waktu yang 
diperjanjikan. 

 
B. Saran 

1. Diperlukan pengawasan yang efektif oleh 
pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat dan hasil pengawasan 
tersebut harus disebarluaskan kepada 
masyarakat dan pemerintah untuk 
segera mengambil tindakan apabila 
barang yang diperdagangkan dapat 
membahayakan keamanan dan 
keselamatan konsumen apabila 
digunakan. Diperlukan juga peran aktif 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
untuk melakukan penelitian terhadap 
barang dan/atau jasa yang menyangkut 
keselamatan konsumen. 

2. Ganti rugi atas kerusakan barang yang 
diperdagangkan oleh pelaku usaha perlu 
dibuktikan secara hukum mengenai 
unsur kesalahannya dan pelaksanaan 
ganti rugi harus sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku baik 
melalui penyelesaian sengketa di 
pengadilan maupun di luar pengadilan. 
Pelaku usaha harus dibebaskan dari 
tanggung jawab apabila tidak terbukti 
unsur kesalahannya atau karena 
kesalahan konsumen sehingga barang 
yang digunakan dalam keadaan rusak.   
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